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SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 

KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19   

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PINTU MASUK (ENTRY POINT), TEMPAT KARANTINA DAN KEWAJIBAN RT-

PCR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi 

penanganan COVID-19, perlu melakukan penyesuaian 

mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri; 

b. bahwa Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), 

Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara 

lndonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri sudah tidak sesuai 

lagi dengan kebutuhan penanganan Covid- 19, sehingga perlu 

dicabut dan diganti yang baru; dan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Pintu Masuk 

(Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi 

Warga Negara lndonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri. 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 5216); 

4. Undang-Undang Nomor   6  Tahun  2018   tentang   

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 6236); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 6487); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 108 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 256); 

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19); 

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional; dan 

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 

tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. 
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MEMUTUSKAN: 

  Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-

19 TENTANG    PINTU MASUK (ENTRY POINT), TEMPAT 

KARANTINA, DAN KEWAJIBAN RT-PCR BAGI WARGA NEGARA 

INDONESIA PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI. 

KESATU : Menetapkan pintu masuk (entry point) ke wilayah Negara Kesatuan 

Republik lndonesia bagi Warga Negara lndonesia (WNI) pelaku 

perjalanan luar negeri melalui: 

1. Bandar Udara: 

a. Soekarno Hatta, Banten;  

b. Juanda, Jawa Timur; dan 

c. Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; 

2. Pelabuhan Laut: 

a. Batam, Kepulauan Riau; 

b. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan 

c. Nunukan, Kalimantan Utara. 

3. Pos Lintas Batas Negara: 

a. Aruk, Kalimantan Barat; 

b. Entikong, Kalimantan Barat; dan 

c. Motaain, Nusa Tenggara Timur. 

KEDUA : Warga Negara lndonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri wajib 

melakukan karantina dengan jangka waktu 7 x 24 jam. 

KETIGA : Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDUA mengikuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19. 

KEEMPAT : Pelaku Perjalanan Luar Negeri melakukan karantina di tempat 

karantina terpusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA 

yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, 

obat, Alat Pelindung Diri, bahan habis pakai dan biaya RT-PCR. 

KELIMA : Menetapkan tempat karantina terpusat untuk masing-masing area 

pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri sebagai berikut:  

1. DKI Jakarta: Wisma Atlet Pademangan, RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Rusun Nagrak Cilincing, dan Rusun Pasar 

Rumput Manggarai; 

2. Surabaya, Jawa Timur: Asrama Haji Embarkasi Surabaya, 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, 

Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian 

Agama Surabaya, Hotel Vini Vidi Vici, Hotel Grand Park 

Surabaya, Hotel Sahid, Hotel 88 Embong Malang, Hotel BeSS 

Mansion, Hotel Zest Jemursari, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel 

Fave Hotel Rungkut, Hotel Life Style Hotel, Hotel Delta Sinar 
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Mayang Sidoarjo, Hotel Zoom Jemursari, Hotel 88 

Kedungsari, Hotel 88 Embong Kenongo, Hotel Pop Stasiun 

Kota, Hotel Pop Gubeng, dan Hotel Cleo Jemursari; 

3. Manado, Sulawesi Utara: Asrama Haji Tuminting dan Badiklat 

Maumbi; 

4. Batam, Kepulauan Riau: Rusun BP Batam, Rusun Pemerintah 

Kota Batam, Rusun Putra Jaya, Asrama Haji, dan Shelter Pos 

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (P4TKI);  

5. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau: Rumah Perlindungan 

Trauma Center (RTPC) Tanjung Pinang dan Shelter Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); 

6. Nunukan, Kalimantan Utara: Rusunawa Pemerintah Daerah 

Nunukan; 

7. Entikong, Kalimantan Barat: Gedung Terminal Barang 

Internasional (TBI) Entikong, Unit Latihan Kerja Indonesia 

(ULKI), dan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

Entikong; 

8. Aruk, Kalimantan Barat: Gedung Diklat Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD), Asrama Haji Kota Sambas, Wisma Pos Lintas 

Batas Negara (PLBN) Aruk, dan Asrama Brimob;  

9. Motaain, Nusa Tenggara Timur: Rusun Yonif RK 744/SYB; 

atau 

10. Tempat akomodasi karantina lainnya yang ditetapkan oleh 

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah 

berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan 

COVID-19. 

KEENAM : Tempat Karantina terpusat bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA hanya 

diperuntukan bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri sebagai 

berikut: 

a. Pekerja Migran lndonesia (PMI) yang kembali ke lndonesia 

untuk menetap minimal 14 (empat belas) hari di lndonesia; 

b. Pelajar/Mahasiswa yang kembali ke lndonesia setelah 

menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di 

luar negeri; 

c. Pegawai Pemerintah yang kembali ke lndonesia setelah 

melaksanakan   perjalanan dinas ke luar negeri; dan 

d. Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival 

tingkat internasional. 

KETUJUH : Dalam hal Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEENAM tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang 
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telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di Hotel Karantina 

terpusat yang telah ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan 

lainnya yang sah. 

KEDELAPAN : Pembiayaan kegiatan kekarantinaan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA ditanggung Pemerintah. 

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini: 

a. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 

15 Tahun 2021 Tentang 19 Negara Asing Warga Negaranya 

Diizinkan Datang Ke Indonesia; dan 

b. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat 

Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara 

Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani sampai 

dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

pada tanggal : 12 Januari 2022 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan 

Covid-19, 

 

 

Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M 

 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Presiden Republik lndonesia; 

2. Wakil Presiden Republik lndonesia; 

3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga; 

5. Panglima TNI; 

6. Kapolri; 

7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan 

8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Daerah. 


